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ANCAMAN THD NEGARA

MENURUT BENTUKNYA

— ANCAMAN MILITER YAITU ANCAMAN YANG MENGGUNAKAN KEKUATAN BERSENJATA
YANG TERORGANISASI YANG DINILAI MEMPUNYAI KEMAMPUAN YANG
MEMBAHAYAKAN KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN WILAYAH NEGARA DAN
KESELAMATAN SEGENAP BANGSA.

ANCAMAN MILITER DARI LUAR NEGERI :

AGRESI MILITER

PELANGGARAN WILAYAH OLEH NEGARA LAIN
MATA-MATA (SPIONASE)

SABOTASE

AKSI TEROR DARI JARINGAN INTERNASIONAL

— ANCAMAN MILITER DARI DALAM NEGERI :

PEMBERONTAKAN BERSENJATA

KONFLIK HORISONTAL
AKSI TEROR
SABOTASE
AKSI KEKERASAN YANG BERBAU SARA
GERAKAN SEPARATIS (UPAYA PEMISAHAN DIRI UNTUK MEMBUAT NEGARA BARU)




ANCAMAN THD NEGARA

MENURUT BENTUKNYA

— ANCAMAN NON MILITER YAITU ANCAMAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN KEKUATAN
SENJATA TETAPI JIKA DIBIARKAN AKAN MEMBAHAYAKAN KEDAULATAN NEGARA,
KEUTUHAN WILAYAH NEGARA, DAN KESELAMATAN SEGENAP BANGSA.

= GLOBALISASI MENGHILANGKAN SEKAT ATAU BATAS PERGAULAN ANTAR BANGSA
SECARA DISADARI ATAU TIDAK TELAH MENIMBULKAN DAMPAK NEGATIF YANG
BERPOTENSI MENJADI ANCAMAN BAGI KEUTUHAN SEBUAH NEGARA.

= ANCAMAN NON MILITER MENCAKUP DIMENSI IDEOLOGI, POLITIK, EKONOMI,
SOSIAL BUDAYA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN BAHKAN TEKNOLOGI DAN
INFORMASI.

CONTOH

> PENGARUH GAYA HIDUP KEBARAT-BARATAN
TIDAK MENCINTAI BUDAYA SENDIRI
TIDAK MENGGUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI
BERITA HOAX

PEMBAJAKAN, PENYULUNDUPAN, IMIGRASI GELAP, PERDAGANGAN NARKOTIKA
DAN OBAT — OBATAN TERLARANG, PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL, SERTA

PENCURIAN KEKAYAAN NEGARA °



BELA NEGARA

DASAR HUKUM :

TAP MPR NO.VI TAHUN 1973 TENTANG KONSEP WAWASAN NUSANTARA
DAN KEAMANAN NASIONAL.

UNDANG-UNDANG NO.29 TAHUN 1954 TENTANG POKOK-POKOK
PERLAWANAN RAKYAT.

UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN POKOK
HANKAM NEGARA RI. DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1988.

TAP MPR NO.VI TAHUN 2000 TENTANG PEMISAHAN TNI DENGAN POLRI.
TAP MPR NO.VII TAHUN 2000 TENTANG PERANAN TNI DAN POLRI.
AMANDEMEN UUD ’45 PASAL 30 AYAT 1-5 DAN PASAL 27 AYAT 3.
UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA.
UNDANG-UNDANG NO.56 TAHUN 1999 TENTANG RAKYAT TERLATIH




BELA NEGARA

SETIAP WARGA NEGARA MEMILIKI KEWAJIBAN YANG SAMA DALAM
PEMBELAAN NEGARA. HAL TERSEBUT MERUPAKAN WUJUD KECINTAAN
SEORANG WARGA NEGARA PADA TANAH AIR YANG SUDAH MEMBERIKAN
KEHIDUPAN PADANYA.

BELA NEGARA SECARA FISIK

DIARTIKAN SEBAGAI USAHA PERTAHANAN MENGHADAPI SERANGAN FISIK
ATAU AGRESI DARI PIHAK YANG MENGANCAM KEBERADAAN NEGARA

BELA NEGARA NON-FISIK

UPAYA UNTUK BERPERAN SERTA AKTIF DALAM MEMAJUKAN BANGSA DAN
NEGARA, BAIK MELALUI PENDIDIKAN, MORAL, SOSIAL MAUPUN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG-ORANG YANG MENYUSUN BANGSA.




MENGAPA NEGARA PERLU DIBELA

FUNGSI PERTAHANAN :

SETIAP WARGA NEGARA WAIJIB MEMPERTAHANKAN NEGARANYA SUPAYA
KELANGSUNGAN HIDUP BANGSANYA TETAP TERPELIHARA.

SEJARAH PERJUANGAN BANGSA :

KEMERDEKAAN YANG DIPEROLEH BANGSA INDONESIA UNTUK MENDIRIKAN
NKRI TGL 17 AGUSTUS 1945 BUKAN SEBAGAI HADIAH ATAU PEMBERIAN DARI
NEGARALAIN,TETAPIHASILPERJUANGANYANGPANIJANGDAN
PENGORBANAN YANG BANYAK BAIK HARTA MAUPUN NYAWA, SEHINGGA
SETIAP WARGA NEGARA WAIIB IKUT SERTA MEMBELA NEGARANYA JIKA
NEGARA MEMBUTUHKAN

ASPEK HUKUM :

WARGA NEGARA WAIJIB MEMBELA NEGARA KARENA BERDASARKAN PASAL 27
AYAT 3 UUD 1945 DINYATAKAN BAHWA SETIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN

WAIJIB IKUT SERTA DALAM UPAYA PEMBELAAN NEGARA



BENTUK & UPAYA BELA NEGARA

> PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA UNTUK MEMBINA
KESADARAN PESERTA DIDIK IKUT SERTA DALAM PEMBELAAN NEGARA,
MEMAHAMI BHW PERJUANGAN PARA PAHLAWAN DLM MEREBUT DAN
MEMPERTAHANKAN NEGARA DG MENGORBANKAN JIWA, RAGA DAN HARTA
BENDA.

> PELATIHAN DASAR KEMILITERAN

ADANYA RESIMEN MAHASISWA (MENWA) SEHINGGA MEREKA AKAN MEMILIKI
PEMAHAMAN DASAR - DASAR KEMILITERAN DAN BISA DIDAYAGUNAKAN
DALAM KEGIATAN PEMBELAAN TERHADAP NEGARA

» PENGABDIAN SESUAI PROFESI (PS. 9 AYAT 2 UU No. 3 TH. 2002)

PENGABDIAN WARGA NEGARA YANG MEMPUNYAI PROFESI TERTENTU UNTUK
KEPENTINGAN PERTAHANAN NEGARA TERMASUK DALAM MENANGGULANGI
DAN / ATAU MEMPERKECIL AKIBAT YANG DITIMBULKAN OLEH PERANG,
BENCANA ALAM ATAU BENCANA LAINNYA SPT PANDEMI COVID-19 SAAT INI.

> PENGABDIAN SEBAGAI PRAJURIT TNI DAN POLRI




BENTUK & UPAYA BELA NEGARA

»> PENGABDIAN SEBAGAI PRAJURIT TNI DAN POLRI

TUGASTNI :
MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA DAN KEUTUHAN WILAYAH
MELINDUNGI KEHORMATAN DAN KESELAMATAN BANGSA
MELAKSANAKAN OPERASI MILITER SELAIN PERANG

IKUT SECARA AKTIF DALAM PEMELIHARAAN REGIONAL DAN
INTERNASIONAL

TUGAS POLRI:
MEMELIHARA KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT
PENEGAKAN HUKUM

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMANDAN PELAYANAN
MASYARAKAT DALAM RANGKA TERPELIHARANYAKEAMANAN DALAM
NEGERI




MEMUPUK KOMITMEN BERNEGARA

PERSATUAN DLM KEBERAGAMAN HRS DIPAHAMI OLEH SETIAP WARGA
MASYARAT :

KEHIDUPAN YG SERASI, SELARAS DAN SEIMBANG.

PERGAULAN ANTAR SESAMA YANG LEBIH AKRAB.

PERBEDAAN YANG ADA TIDAK NENJADI SUMBER MASALAH.

MERAWAT RAGAM BUDAYA KETIMURAN YG DIMILIKI BANGSA INDONESIA.
KEBERAGAMAN YG ADA HARUS BISA MENJADI MODAL SEBAGAI BANGSA YG
BESAR DAN KUAT.

BERPIKIR KRITIS AGAR KITA TIDAK MUDAH DIOMBANG-AMBINGKAN
BERBAGAI PIHAK YANG MENYEBARKAN INTOLERANSI DAN KEBENCIAN YANG
MEMBAHAYAKAN KEBHINEKAAN DAN KEINDONESIAAN.

DI ERA GLOBALISAI, MEDIA SOSIAL SEBAGAI AJANG UNTUK MEMPERLUAS
RUANG KEHIDUPAN YG POSITIF, BUKAN JUSTRU MENYEBARKAN HOAX,
PENJAJAHAN BUDAYA ASING.

GENERASI MUDA HARUS KUASAI IPTEK UNTUK KEMANDIRIAN BANGSA

INDONESIA.
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